BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

. bahwa penyelenggaraan kesehatan sebagai urusan

pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan
sepenuhnya dalam pembangunan Kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;

. bahwa pusat kesehatan masyarakat dalam

penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
sebagai badan layanan umum daerah untuk mewujudkan
pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien,
akuntabel, bermutu, dan berkesinambungan dengan tetap
memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat;.

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, sebagai Badan Layanan
Umum Daerah perlu disusun standar pelayanan minimal
untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan,
pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan
umum yang diberikan,;

. bahwa sebagai salah daerah yang belum memiliki kepala

daerah defenitif, standar pelayanan minimal perangkat
daerah Kabupaten Banggai Kepulauan belum terintegrasi
secara rigid dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
sehingga perlu ditetapkan standar pelayanan minimal
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan
Umum Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan
Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;



Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan di
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan
pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana
pemenuhan Pelayanan Dasar dan  pelaksanaan
pemenuhan Pelayanan Dasar.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada
Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang/jasa yang dijual tanpa  mengutamakan
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD,
yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan
rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Izin Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang



merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

15. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu
SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau
manfaat Pelayanan Dasar.

16. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut
dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan
oleh  Puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan
pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

17. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk
pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang
disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada
pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata
penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.

18. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
pemerintahan.

19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta  mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

20. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, penyembuhan  penyakit,
pengurangan penderitaan  akibat  penyakit dan
memulihkan kesehatan perseorangan.

Pasal 2

SPM merupakan panduan BLUD Puskesmas di lingkungan
Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelengaraan jenis dan mutu pelayanan kesehatan serta
penunjang pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) BLUD Puskesmas melaksanakan pelayanan dasar SPM
dibidang kesehatan.

(2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan
kompetensi dan kewenangan.

(3) Untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan
oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan
kesehatan di bawah pengawasan Tenaga Kesehatan.
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Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

pelayanan kesehatan ibu hamil;

pelayanan kesehatan ibu bersalin;

pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

pelayanan kesehatan balita;

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

pelayanan kesehatan pada usia produktif;

pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa

berat;

pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;

pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus

yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; dan

m. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak
menular lainnya.

Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan

pencegahan/preventif mencakup:

a. peningkatan kesehatan;
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b. perlindungan spesifik;
c. deteksi dini;
d. pencegahan kecacatan; dan

o

konseling, penyuluhan kelompok, kampanye
kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan,
pelatihan, bimbingan dan pendampingan,
pemberdayaan masyarakat, penjaringan kesehatan,
dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.

Pasal 5

Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM

bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang

terdiri atas:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Indikator SPM dilaksanakan untuk meningkatkan
pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
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Pejabat Struktural di lingkungan BLUD Puskesmas
bertanggungjawab terhadap penerapan dan pencapaian
Indikator sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 7

Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada
setiap jenis pelayanan untuk UKP tingkat pertama pada
BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pelayanan pemeriksaan umum,;

pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
pelayanan gawat darurat;

pelayanan gizi bersifat UKP;

pelayanan persalinan;

pelayanan rawat inap bagi puskesmas rawat inap;
pelayanan kefarmasian; dan

pelayanan laboratorium.
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Pasal 8

Indikator, standar nilai, batas wakiu pencapaian pada
setiap jenis pelayanan untuk UKM tingkat pertama pada
BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan promosi kesehatan;

pelayanan Kesehatan lingkungan;

pelayanan Kesehatan keluarga;

pelayanan gizi masyarakat;

peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
dan

pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal ©

Dalam melaksanakan UKP dan UKM, BLUD Puskesmas
harus menyelenggarakan administrasi Puskesmas, yang
meliputi:
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a. manajemen;

b. sistem informasi;
c. kepegawaian;

d. rumah tangga; dan
e. keuangan.

Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada
setiap jenis pelayanan untuk administrasi BLUD
Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal 10

(1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas memuat target
dan waktu pencapaian SPM.

(2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan data dasar
dan kemampuan BLUD Puskesmas yang mencerminkan
ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta
memperhatikan target SPM nasional.

(3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan
dalam perencanaan program pencapaian target masing-
masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam
melakukan evaluasi.

Pasal 11

Target pencapaian SPM kesehatan untuk semua jenis
pelayanan yaitu 100% (seratus persen).

Pasal 12

(1) BLUD Puskesmas melaksanakan pelayanan berdasarkan
SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 5.

(2) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM.

Pasal 13

(1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun rencana kerja dan
anggaran, target pendapatan, upaya dan pelaksanaan
peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan menggunakan format RBA.

(3) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan
yang menjadi tugasnya, sesuai dengan SPM.

Pasal 14

(1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun Laporan
Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Dinas paling lambat akhir bulan
Januari tahun berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna
pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait
penerapan SPM.

Pasal 15

(1) Pembinaan penerapan SPM secara teknis dilakukan oleh
Dinas.



(2) Guna mendukung  pembinaan penerapan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas memfasilitasi
penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan di  BLUD
Puskesmas sesuai dengan SPM.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan
teknis dan pelatihan meliputi:

a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai
SPM;

b. penyusunan rencana Kkerja dan standar kinerja
pencapaian target;

c. penilaian pengukuran kinerja; dan

d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan
pemenuhan SPM.

Pasal 16

(1) Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat Puskesmas
ditetapkan sebagai BLUD.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2023

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BA KEPULAUAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 22



